KEPALA DESA SOCO
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA SOCO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SOCO,
perdasarkan asas
hukum, transparansi dan

bilitas, dan kepastian nilai;
imana dimaksud

olaan Aset Desa

M -

enimbang : a. Pengelolaan aset desa dilaksanakan
kepastian
nsi, akunta
pangan sebaga

tuskan Pengel

fungsional,
keterbukaan, efisi€
b. bahwa berdasarkan pertim

dalam abjad a perlu memu
; dalam Peraturan Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Mengingat : 1.

5495);

2. Peratura tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

7014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
omor 47 Tahun

n Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

diubah dengan Peraturan Pemerintah N
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;

5717);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
ndapatan dan Belanja Negara
omor

Nomor

Bersumber Dari Anggaran Pe
publik Indonesia Tahun 2015 N

(Lembaran Negara Re
Indonesia

88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan Desa Soco Nomor 7 Tahun

sa Berdasarkan Hak Asal
an Desa Soco

2019 tentang Daftar
Kewenangan De Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar

Tahun 2019 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH DESA SOCO
Dan
KEPALA DESA SOCO

MEMUTUSKAN :

an : PERATURAN DESA SOCO TENTANG PENGELOLAAN ASET

Menetapk
DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
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N

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
masyarakat setempat
hak asal usul,
an dihormati

Republik

pemerintahan,  kepentingan

berdasarkan prakarsa masyarakat,

dan/atau hak tradisional yang diakui d

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Indonesia,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pentingan masyarakat setempat

pemerintahan dan ke
an Republik

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu

Indonesia.
a Desa atau yang disebut

Pemerintah Desa adalah Kepal
ntu perangkat Desa sebagai unsur

dengan nama lain diba

ggara Pemerintahan Desa.

penyelen
isebut dengan

Badan Permusyawaratan Desa atau yang d
nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari

kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang
milik desa.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang

sesuai dengan tugas dan fungsi.
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

P
eémanfaatan adalah pendayagun
oy . BUnaan gget Desa secara
ngsung dipergunakan dal
penyelenggarag - ek
N tugas pemerintahan desa dan tidak
mengubah statys kepemilikan, -
Sewa ad
e alah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam
an
- g a waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
njam i -
e }] : pakai adalah Pemanfaatan aset Desa antara
Lemennlah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta
m
| baga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam
Jangka waktu tertenty tanpa menerima imbalan
K]eljasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa
oleh pi i j
.prhak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
meningkatkan pendapatan Desa.
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan  bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik
lain dengan cara

Desa berupa tanah oleh pihak
sarana  berikut

mendirikan bangunan  dan/atau
setelah selesai pembangunannya

fasilitasnya, dan
untuk

diserahkan kepada
didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

Pengamanan
mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan

Pemerintahan Desa

adalah Proses, cara perbuatan

administratif.
Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar

semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan

aset Desa dan buku data inventaris desa dengan

keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan
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Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang berada dalam pengguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset

Desa.

20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan
antara pemerintah desa dengan

aset Desa yang dilakukan

pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
pada

ualan adalah pemindahtanganan asct Desa ke
am bentuk

21. Penj
pihak lain dengan menerima penggantian dal
uang.
22. Penyertaan  Modal Pemerintah ~ Desa adalah
esa yang semula merupakan

pemindahtanganan aset D
dak dipisahkan menjadi kekayaan yang

kekayaan yang ti
al Desa

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai mod

dalam BUMDesa.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di
an, inventarisasi dan pelaporan

lakukan meliputi pembuku
aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi

terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang

didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan
dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk

memperoleh nilai aset Desa.
26. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau

dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber
pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
aset Desa.
28. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa
dalam rangka pengamanan dan kepastian status

kepemilikan.
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Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdir atay:

A, Kekayann nali dean;

b, Kekayaan milik dean yang dibeli atau diperolelh atng
beban APIJDcm;

C. Kekayann desa yang diperoleh dari hibah  dan
sumbangan atay yang sejenis;

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
Perjanjian /kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan
ketentuan peraturan undang-undang;

e. Hasil kerja sama desa: dan

I. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang
sah,

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

. tambatan perahu;

. bangunan desa;

pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
pelelangan hasil pertanian;

. hutan milik desa;

FRom e g

mata air milik desa;

——

j. pemandian umum,; dan
k. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB Il
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan,

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

e e A e
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Pasal 4
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas

pengelolaan aset desa.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

(2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

aset desa
mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
a. menctapkan kebijakan pengelolaan aset desa,

b. menetapkan pembantu pengelola dan

petugas/pengurus aset desa,;
c. menetapkan penggunaan,
pemindahtanganan aset desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
pemindahtanganan dan

pemanfaatan atau

e. mengajukan usul pengadaan,
atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis

melalui musyawarah desa;
menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan

aset desa sesuai batas kewenangan; dan
g menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah

dan/atau bangunan.
(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah
pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,

ulayat,
pelelangan ikan, pelelangan hasil

bangunan desa,

pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,
pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri
dari:
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa;

dan
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset

desa.
(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 5
Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a,
berwenang dan bertanggungjawab:
meneliti rencana kebutuhan aset desa;

meneliti rencana kebutuhan pemeliharan asct desa ;
pemanfaatan, penghapusan dan

yang telah di setujui oleh

a.
b.

c. mengatur penggunaan,

pemindahtanganan aset desa
Kepala Desa;
d. melakukan koor

aset desa;dan
pengawasan dan pengendalian

dinasi dalam pelaksanaan inventarisasi

atas

e. melakukan
pengelolaan aset desa.
gaimana dimaksud pada

Petugas/pengurus aset desa seba
pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan pertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

aan aset

b. mengajukan permohonan penetapan penggun
desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan

lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamankan dan memelihara aset

dikelolanya; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

desa yang

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6
Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama

Pemerintah Desa.
pa bangunan harus dilengkapi dengan

Aset desa beru
bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara

tertib.
Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan

keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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ul].

(4)  Aset desa dilar
: dilarang untuk diserahkan kepndn pihak o
4 ' -
ebagai  pembayaran atas tagihan  kepada pemerintah
desa,
(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijudlknn  Juminan

untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7
Pengelolaan aset Desa meliputi:
A, perencanaan;
b. pengadaan;
¢. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f, pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahmnganan:
{. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
|, pembinaan;

m. pengawasan; dan

n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu
P erenCanaa.ﬂ

canaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
dituangkan dalam Rencana

nengah Desa (RPJMDesa) untuk

(1) Peren
pasal 7 huruf a,
Pembangunan Jangka Me
kebutuhan 6 (enam) tahun.

uhan aset desa un

dalam Rencana Kerja

n dalam

(2) Perencanaan kebut tuk kebutuhan 1

(satu) tahun dituangkan

Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapka

APBDesa setelah memperhatikan ketersedinan aset desa

yang ada.
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Paragraf Kedua
Pengadaan
Pasal 9
Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
terbuka, bersaing,

(1)

efisien, efektif, transparan dan
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

(2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan
Pasal 10

Penggunaan aset Desa sebagaimana
an dalam rangka mendukung

(1) dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢, ditetapk

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun
dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11
(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak
langsung untuk menunjang

erintahan Desa.
et Desa sebagaimana dimaksud

dipergunakan
penyelenggaraan Pem
Bentuk pemanfaatan as

(2)
pada ayat (1), berupa:

a. sewa,
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
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Pasal 12

(I) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah

status kepemilikan aset desa.
Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

C. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan
jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

" Pasal 13

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan
antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya
serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan
untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa
kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7

(tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan
perjanjian yang sekurang —kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

e. hak dan kewajiban para pihak;
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(1)

(2)

€)

(4)

-12 -

{ keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure).

dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14
Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2) huruf ¢, berupa
bangunan dengan pihak lain dilaksana
daya gu

tanah dan/atau

a. mengoptimalkan
desa;dan

b. meningka
Kerja Sama Pemanfaatan
dan/atau bangunan dengan P
dimaksud pada ayat (1)
a. tidak tersedia atau

APBDesa untuk
eliharaan, dan/atau

tkan pendapatan desa.

aset desa berupa tanah
jhak lain
gan ketentuan:

sebagaimana

dilaksanakan den
ersedia dana dalam

tidak cukup i
operasional,

memenuhi biaya
pem perbaikan yang diperlukan
terhadap tanah dan bang
lain sebagaimana
aminkan atau menggad
ek kerjasama pemanfaatan;

unan tersebut;
dimaksud pada ayat (1)

b. Pihak
aikan aset desa

dilarang menj

obj

mana dimaksud pada ayat (1) memiliki

yang menjadi

pihak lain sebagai
ra lain:
ntribusi tetap setiap tahun selama jangka
erasian yang telah ditetapkan dan

ungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan

kewajiban, anta
a. membayar ko
waktu pengop
pembagian keunt

melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan

kerja sama pemanfaatan;
a waktu kerjasama pemanfa
) tahun sejak perjanjian di

dan

c. Jangk atan paling lama 15
(lima belas tandatangani dan
dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama p¢

bangunan ditetapkan dalam

manfaatan atas tanah dan/atau

surat perjanjian yang

memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerjasama pemanfaatan;
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c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

{. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);

dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15
(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana

dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah

n dilaksanakan dengan pertimbangan:

dengan pihak lai
silitas

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fa

bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan

bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama
wajiban, antara

jangka waktu pengoperasian memiliki ke

lain:
a. membayar kontrib

tahun;dan
melihara objek bangun guna serah atau bangun

usi ke rekening kas Desa setiap

b. me
serah guna.

Kontribusi sebagaimana dimaksud

besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim

yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

na dimaksud pada ayat (1) dilarang

(3) pada ayat (2) huruf a,

(4) Pihak lain sebagaima
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
tanah yang menj
bangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pa

yang berkenaan dengan persiapan dan

adi objek bangun guna serah atau
da ayat (1) wajib

menanggung biaya
pelaksanaan penyu
pelaksana.

sunan surat perjanjian, dan konsultan

Pasal 16
(1) Jangka waktu bangun
guna paling lama 20 tahun

diperpanjang.

guna serah atau bangun serah
(dua puluh tahun) dan dapat
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(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun
serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sctelah
terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang
dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau
bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakulkan
melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur

dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau
dilaksanakan berdasarkan surat

bangun serah guna
perjanjian  yang

sekurang-kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah;
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam

perjanjian;

d. penyelesaiaan perselisihan;

puan para pihak (force

e. keadaan diluar kemam

majeure); dan

lain yang di anggap perlu;

{. persyaratan
menjadi bagian hasil

g. Bangunan dan fasilitasnya yang

dari pelaksanaan bangun guna
i dengan lzin Mendirikan

serah atau bangun

serah guna harus dilengkap
Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17
elalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna

Pemanfaatan m
dimaksud dalam

serah atau bangun serah guna sebagaimana
Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin

tertulis dari Bupati/Walikota.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasa
15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening

| 14 dan Pasal

Kas Desa.
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Paragraf Kelima
Pengamanan
Pasal 19
(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
inventarisasi,

a. administrasi antara lain pembukuan,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunar fungsi
barang, g dan hilangnya

barang;
tanah dan bangunan

fisik untuk
pemagaran dan pemasangan

penurunan jumlah baran

¢. pengamanan
dilakukan dengan caré
tanda batas;

d. selain tanah d a dimaksud
pada huruf ¢ dilakukan dengan cara pen

pemeliharaan; dan

an bangunan gsebagaiman
yimpanan dan

e, pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi
bukti status kepemilikan.
Biaya Pengamanan aset Desa sebagaima

pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

na dimaksud

(3)

paragraf Keenam
Pemeliharaan
Pasal 20

eliharaan asct Desa sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pem
pala Desa dan

pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Ke

Perangkat Desa.

Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

(2)

Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 21
(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan
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desa dari buku data

menghnpus/mcniadaknn aset

inventaris desa.
aksud pada ayat

n aset desa sebagaimana dim

(2) Penghapusa
karena terjadinya,

(1) dilakukan dalam hal aset desa

antara lain:
a, beralih kepemilikan;

b. pemusnahan; atau

¢. sebab lain.
(3) Penghapusan aset jesa yang beralih kepemilikar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antard lain:
n atas aset desa kepada pihak lain;
hukum

a. pemindahtangana
b. putusan pengadilan yang tel
tetap.

c. Desay dari putuSﬁﬂ
pengadiIan wajib
menghapus dari d

Pemusnahar aset desa 5€

gan ketentuart:

ah tidak dapa
konomis,

ang kehilangan hak sebagal akibat
sebagaimana pada puruf P
aftar inventaris aset milik desa-
bagaimana dimaksud pada ayat

(4)
(2) huruf b, den
a. berup2 aset yan
dan/atau tidak mem
meja, kursi, komputer;
ta Acard pcmusnahan sebag

b. dibuatkan Beri
keputusan Kepala

penetapan
pemusnahan.
arena terjadinya sebab lain

t 2 hurufc, &

g sud
iliki nilai €

(5 Penghapu
ntara lain:

a, hilang;
b. kecurian; dan

¢c. terbakar;

pasal 22
yang bersifat strategis

t (3) terlebih dahu

gebagaimana
Ju dibuatkan

Penghapusan aset desa
Kepala Desa

dimaksud dalam Pasal 21 aya
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan

setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

EpEy i s |

A i
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Pasal 23
(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan

Bupati/Walikota.

Penghapusan sehagalmana
terlebih  dahulu dibuat Berita
dengan Keputusan Kepala Desa.

dimaksud pada ayat (1)

(2)
Acara dan ditetapkan

Pasal 24
a dihapus sebagai dampak

uang penggantinya

Aset milik desa yang desa-ny
Kota gebagai

seperti  wadu k,
rintah Kabupaten/

(1
pembangunan
diserahkan kepada peme

pendapatan daerah.
g digabung sebagai dampak

Aset milik desa-desa yan
menjadi

(2)
rti waduk, uang penggantinya

pembangunan 8epe

milik desa.

Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
nggunaannya

pendapatan desa yang P¢€
pembangunan sarana prasarana

(3)
merupakan
diprioritaskan untuk

desa.
(4) Asetm

dalam rangka penataan desa,
yang digabung.

ilik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung
aset desa yang desa-nya

dihapus menjadi milik desa

paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan
Pasal 25
Bentuk pemindahtanganan aset desa
dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

sebagaimana

(1)

a. tukar menukar;

b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik
desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan

(2

penyertaan modal.
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Panal 20

Aset desa ' -
dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) huruf' b, apabila:

a.

(1

(2)

Aset ki
desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai

ckonomis dalam mendukung penyelenggirann

Pemerintahan Desa;

Aset desa berupa tanaman tumbuhan d
dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jau,
meranti, bambu, sapi, kambing

bagaimana dimaksud pada huruf a dan b
melalui penjualan langsung dan

an ternak yang

Penjualan aset se
dapat dilakukan

Jatau

lelang;

Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
antara lain meja, kursi, komputer, tik serta
tanaman tumbuhan dan ternak;

alui lelang sebagaimana

mesin

dimaksud pada

Penjualan mel
latan mesin;

huruf ¢ antara lain kendaraan bermotor, pera

aksud huruf d dan ¢

Penjualan sebagaimana dim
lan dan ditetapkan dengan

dilengkapi dengan bukti penjua
keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;

Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan
e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai

pendapatan asli desa;

Pasal 27

penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset
at (1) huruf ¢,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ay
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa

desa

Tanah Kas Desa.
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Paragraf Kesembilan
Penatausahaan
Pasal 28
(1) Aset desa yang sudah ditetapkan
sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir
dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

penggunaannya

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Paragraf Kesepuluh
Penilaian
Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa

tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah

atau Penilai Publik.

BAB Il
TUKAR MENUKAR
Pasal 31
Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

a terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum,;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan

untuk kepentingan umum.
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Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 32
(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umurmm sebagaimand
dimaksud dalam Pasal 31 hurul a, dilakukan gesual
rundang-undﬂﬂgﬂ"v
ayat (1)

dengan ketentuan peraturan pé
dimaksud pada

(2) Tukar menukar sebagaimana

dilakukan dengan ketentuan:
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan
besaran ganti rugi sesuai harga yan
nilai

desa dengan

jtungan tenaga penilai;
anti belum tersedia maka
berikan perupa

h dahulu dapat di

menggunakan
perh p
b. apabila tanah pengg terhadap

tanah pen gganti terlebi
pada

imana dimaksud

uang;
c. penggantian berupa uang sebagal
huruf b harus digunakan untuk membeli tanab
pengganti yang senilai;
d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf €
kasi di Desa setempat; dan
Desa

diutamakan berlo
e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di

setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah
pengganti dapat perlokasi dalam satu Kecamatan
Jain yang berbatasan

dan/atau Desa dikecamatan
langsung.

Pasal 33

(1) Ganti rugi berupa uang sebagai
ayat (2) huruf b, apabila dibelik
terdapat selisih gisa uang yang rel
ganti rugi relatif kecil dapat digun

mana dimaksud Pasal 32

an tanah pengganti dan

atif sedikit atau uang

akan selain untuk

tanah.
Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana

(2)
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/ Walikota

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

~21-

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya
ditetapkan dalam APBDesa.
Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum
Pasal 34
(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk
um sebagaimana dimaksud

pembangunan kepentingan um
dalam Pasal 31 huruf b. hany

ada kepentingan nasional yang le
perhatikan dan menyes

a dapat dilakukan apabila

bih penting dan strategis

dengan tetap mem uaikan rencana
tata ruang wilayah (RTRW).

entingan nasional yang le
dimaksud pada ayat
san industri dan peru
aksud pa

bih penting dan strategis

(2) Kep
(1) seperti

sebagaimana
pengembangan kawa
(3) Tukar menukar sebagaimana dim

dilakukan dengan ketentuan:
tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan
gi sesuai harga yang menguntungkan

nilai wajar hasil

mahan.
da ayat (1)

a.
besaran ganti ru
desa dengan menggunakan

perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutama

kan berlokasi di desa

setempat;
apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa
aksud pada huruf b, tanah

setempat sebagaimana dim
berlokasi dalam satu kecamatan

pengganti dapat
kecamatan lain yang berbatasan

dan/atau desa di

langsung.

Pasal 35

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 32 ayat (1), dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tuk
ar

menukar Tanah milik desa;
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b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan setelah mendapat ijin dari
Bupati/Walikota, =~ Gubernur, dan  persetujuan

Menteri;

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 36
(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa ata
desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan

tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang
ah pihak lain dapat dilakukan

u tanah milik

didalamnya terdapat tan
tukar menukar ke lokasi desa setempat.

ukar tanah milik desa sebagaimana d
rangka meningkatkan efektifitas
guna dan berhasil

(2) Tukar men imaksud

pada ayat (l) dalam
pengelolaannya agar lebih berdaya

guna.
(3) Tukar menukar tanah
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
kar menukar tanah milik desa dimaksud harus
perhatikan

milik desa sebagaimana dimaksud

a.tu
senilai dengan tanah penggantinya dan mem

nilai wajar;
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar

menukar Tanah milik desa;dan
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,

ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota.

Pasal 37
Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal
32, Pasal 34, dan Pasal 36 dihapus dari daftar inventaris aset
Eesa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset
esa.

Pasal 38

Pembiayaan adminis ;
trasi proses tukar m
enukar sampbai
pai

dengan penyelesaiaan sertifikat tanah desa
peéngganti
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nebagnimana dimaksud pada |

dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB YV
PEMBIAYAAN

pasal 39
Dalam rangka pelnksanaan tertib adm

desn, pembinyann dibebankan pi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

pasal 40
Peraturan ini mulai |

getinp orang mengctnhui, me

Agar
ran Desa.

undangkan dalam lemba

Ditetapkan di
AW Wilrpada tanggal

K .Pf\\m DESA,

i i e
a2 HLPALA DESA
LS00

: Soco

Diundangkan di
. 09 Januari 2023

pada tanggal
' RIS DESA

f- NGABDLOLLOH
DESA SOCO TAHUN 2023 NOMOR 02

inistrasl pcngclolun

serlaku pada tanggal ¢

merintahka

wanl 32, Pasal 34, dan Pasal 36

n asct

ln APBDesi.

ljundangkan-

n untuk di

: Soco
¢ 09 Januari 2023

c < T
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